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ABSTRAK 

 
 

Didib Putra Chaniago. Peran Gabungan Politik Indonesia dalam 

penyelenggarakan “Indonesia Berparlemen”(1939-1942). Skripsi. Jakarta: 

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Jakarta ,2022 

Penelitian ini membahas tentang Peran Gabungan Politik Indonesia dalam 

menyelenggarakan Indonesia berparlemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan Peran Gabungan politik Indonesia(GAPI) dalam menyelenggarakan 

suatu Parlemen yang mayoritas dari masyarakat Indonesia asli (pribumi) sebagai 

pemegang dan penanggungjawab Parlemen tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu mencari sumber-sumber 

sejarah, kritik sumber untuk menemukan keaslian suatu sumber, interpretasi atau 

penafsiran dan historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap pertama yaitu 

Heuristik, mengumpulkan beberapa sumber primer berupa koran-koran terbitan 

tahun 1939 seperti Pemandangan dan PENABOER, sedangkan sumber sekunder, 

berupa jurnal-jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan pembahasan GAPI 

tersebut. Tahap kedua verifikasi(kritik sumber) yaitu dengan menguji 

keasliannya secara intern dan ekstern. Tahap ketiga merupakan interpretasi / 

penafsiran yaitu mengaitkan dari sumber satu dengan sumber yang lain yang 

memiliki tema sama. Tahap terakhir adalah Historiografi yaitu menyajikan 

penelitian ini dalam bentuk deskriptif-naratif. Hasil dari penelitian ini adalah 

sikap pemerintah Belanda yang selalu menolak pembentukan Parlemen di 

Indonesia membuat kaum pergerakan melakukan inisiatif sendiri dengan 

bekerjasama kepada rakyat untuk membentuk suatu Parlemen partikelir atau 

Parlemen tandingan Volksraad yang disebut Majelis Rakyat Indonesia (MRI) 

sebagai Parlemen ala Indonesia sampai benar- benar Parlemen sesungguhnya 

terbentuk 

 

Kata kunci : Gabungan, Politik, Indonesia dan Parlemen 
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ABSTRACT 

 

 

Didib Putra Chaniago. The role of the Indonesian Political Association in 

organizing "Indonesian Parliament" (1939-1942). Essay. Jakarta: History 

Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 

2022 
 

This study discusses the role of the Indonesian Political Association in 

organizing Indonesia as a parliament. The purpose of this study is to explain the 

role of the Indonesian Political Association (GAPI) in convening a Parliament in 

which the majority of the Indonesian people are indigenous (indigenous) as the 

holder and person in charge of the Parliament. Researchers raised this theme 

because it is very interesting to research and reveal for discussion, it also 

explains the role of various movements in bringing together political 

organizations to unite their goals to achieve a parliamentary Indonesia. sources 

to find the authenticity of a source, interpretation or interpretation and 

historiography or historical writing. In the first stage, namely Heuristics, 

collecting several primary sources in the form of 1939 edition newspapers such 

as Pemandangan and PENABOER, while secondary sources, in the form of 

journals and books related to the discussion of GAPI. The second stage of 

verification (source criticism) is to test its authenticity internally and externally. 

The third stage is interpretation / interpretation, namely linking from one source 

to another that has the same theme. The last stage is Historiography, which 

presents this research in a descriptive-narrative form. The result of this research 

is the attitude of the Dutch government which always refuses the formation of a 

Parliament in Indonesia, making the movement carry out its own initiative by 

collaborating with the people to form a private Parliament or a Parliament 

counter to the Volksraad called the Indonesian People's Assembly (MRI) as an 

Indonesian-style Parliament until it is truly Parliament is actually formed 

 

 
 

Keywords: Joint, Politics, Indonesia and Parliament 



iii 
 

 

 

 

 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 



iv 
 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 



v 
 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI 



vi 
 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan untuk siapapun, 

selama orang tersebut berkeinginan untuk berusaha dan bekerja 

keras untuk mamaksimalkan kemampuan yang dia miliki 

(Bambang Pamungkas) 

 
 

Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputus asa an dan 

kegagalan adalah dua loncatan yang paling baik menuju 

kesuksesan (Abraham Lincoln) 

 

 

 
Tangga kesuksesan tak pernah penuh dan sesak di bagian 

puncaknya 

 
(Napoleon Hill) 

 

 

 

 
Kami persembahkan penulisan skripsi ini kepada dosen-dosen dan 

mahasiswa pendidikan sejarah UNJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

serta kepada masyarakat secara umum 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Aksi : Gerakan, Tindakan, Sikap 

 

Ambtenaar Pangreh Praja : Penguasa lokal pada masa pemerintahan 

 
kolonial Belanda untuk daerah jajahannya 

 
Antipati : Rasa ketidaksukaan untuk sesuatu atau 

seseorang 

Apatis : Sikap tidak peduli 

 

Bumiputra : Penduduk asli 

 

Bestuur : Pemerintahaan, Pengurus 

 

Binnenlandsbestuur : Pemerintahan dalam negeri 

 

Fasisme : sebuah paham politik kekuasaan absolut 

tanpa, demokrasi, paham yang 

mengedepankan bangsa sendiri dan 

memandang rendah bangsa lain 

Federasi : Gabungan beberapa perhimpunan yang 

bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama 

Fraksi Nasional : Perkumpulan yang didirikan oleh inisiatif 

 

M.H Thamrin tanggal 27 Januari di Jakarta. 

 

Beranggotakan 10 orang yangmasing masing 

mewakili suatu daerah 

Gubernur Jendral : Seorang gubernur dengan pangka Tertinggi 

pada suatu wilayah 

Groeps-gemeen-schappen : Kelompok-kelompok kedaerahan 
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Hak Erfpach : Hak untuk usaha atau hak kebendaan untuk 

menikmati kegunaan tanah milik pihak lain 

 

Hak Veto : Hak untuk membatalkan keputusan, 

menetapkan merancang peraturan dan 

undang-undang 

Hoofdbestuur : Pengurus besar atau Kantor Pusat 
 

House of representatives : Dewan Perwakilan Rakyat 

 

Indisce Militie : Milisi Hindia yang merupakan pasukan 

militer Hindia-Belanda untuk membantu 

Belanda dalam perang Pasifik 

Indische Staatsregeling : Undang-undang dasar yang mengatur 

 

tatanegara dan pemerintahan Hinda-Belanda. 

IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai 

pengganti geringsreglement 1854 

Indonesier  : Orang Indonesia 

Indonesische Midden Groep : Golongan tengah Indoensia 

Inheems  : Penduduk asli 

Inlander : Disebut ejekan untuk penduduk asli di 

Indonesia oleh orang Belanda pada masa 

penajajahan Belanda 

Istri Indonesia : Organisasi di era pergerakan nasional 

Indonesia yang bergerak dibidang perjuangan 

hak perempuan 
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Komisi : Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi 

wewenang) oleh pemerintah, rapat dan sebagainya 

untuk menjalankan fungsi (tugas tertentu) 

KNIL : Tentara buatan Belanda untuk mempertahankan 

keamanan di wilayah Hindia-Belanda 

Konfrontatif : Bermusuhan,cara menentang musuh dengan 

berhadapan langsung atau terang-terangan 

Kongres : Pihak-pihak yang memiliki kepentinganuntuk 

mendiskusikan dan pengambilan keputusan 

Konservatif : Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan 

dan tradisi yang berlaku 

KUHP Pasal 153 bis tar : Berisi Undang-undang pidana tentang 
 

kejahatan terhadap ketertiban umum 

 

KUHP pasal 161bis tar : Berisi Undang-undang pidana tentang 

 

kejahatan terhadap ketertiban umum 

 
Manifesto : Pernyataan terbuka tentang tujuan dan 

pandangan seseorang atau suatu kelompok 

Mosi : Keputusan rapat, yang menyatakan pendapat atau 

keinginan para anggotanya 

Nederland-Indie : Hindia-Belanda 

 

Onschendbaar : Tidak dapat diganggu gugat 

 

Ordonansi : Peraturan pemerintah; Peraturan kerajaan 

 

Otonomi : Kepastian untuk membuat keputusan tanpa 

diganggu gugat 
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Paguyuban : Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, 

didirikan orang-orang yang  sepaham 

(kedaerahan) untuk membina persatuan 

(kerukunan) diantara para anggota 

Pergerakan Penyedar : Partai politik yang didiran oleh Agus Salim, 

 

A.M. Sangadji dan Mohammad Roem pada 

23 Febuari. Pergerakan Penyadar 

beranggotakan para pengurus yang dipecat 

dari PSII 

Parlemen : Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat 

yang dipilih dan bertanggung jawab atas 

perundang undang peradilan 

Parlemen Partikelir : Parlemen tandingan/Parlemen bukan untuk 

 

umum/bukan kepunyaan pemerintah 
 

Perjuangan Kooperatif : Perjuangan yang bersifat moderat (Lunak) 

 

dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah 

penjajah 

Perjuangan non-kooperatif : Perjuangan yang bersifat radikal dan 
 

menolak bekerja sama dengan pemerintah 

 
Pers : Usaha pengumpulan dan penyiaran berita; 

Orang yang bergerak dibidang penyiaran berita 

Petisi : Pernyataan yang disampaikan kepada 

 
pemerintah atau meminta agar pemerintah 

mengambil tindakan 
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Poenale senctie : (saksi Hukum), suatu peraturan yang 

memuat ancaman hukuman terhadap para buruh 

atau disebut kuli yang tidak menempati kontrak 

kerja yang telah merekaikuti 

Politik Etis : Suatu pemikiran yang menyatakan bahwa 

pemerintah kolonial memegang tanggung jawab 

moral bagi kesejahteraan bumiputra 

Prakarsa : Suatu bentuk inisiatif yang berasal daridalam diri 

seseorang/kelompok orang, baik dalam bentuk 

upaya dan ikhtiar (Tindakan) sebagai jawaban atas 

berbagai tanggapan yang dihadapi 

Procereur general : Jaksa Agung/Penuntut Umum 

 
Propaganda : Penerangan (paham, pendapat dan sebagainya) 

yang bener atau salah yang dikembangkan dengan 

tujuan menghasut suatu aliran,sikap atau arah 

tindakan tertentu 

Provinsialistik : Paham (gerakan dan sebagainya) yang 

bersifat kedaerahan 

Pribumi : Penghuni asli, yang berasal daritempat 

bersangkutan 

Raad van Indie : Dewan Hindia-Belanda 

 
Recarst : Penyusunan kembali/Perombakan 

Resolusi : Keputusan atau kebulatan pedapat berupa 

permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh 

rapat 
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Revosioner : Cenderung menghendaki perubahansecara 

penyeluruhan yang mendasar 

Rijksraad : Dewan Kerajaan 

 

Senat : Dewan perwakilan rakyat yang tertinggi 

Sentral :Pusat, Pemerintah Pusat 

SDA : Social-Democratisch Airbeiderspartij 

 

(Partai sosialis demorasi di Belanda) 

 

Staatsburger : Warga negara 

 
Staatsblad : Lembaga Negara 

 
Staten Bond : Negara dengan konsitusi sendiri, tetapi setuju 

untuk bergabung dengan asosiasi yang didirikan 

bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam 

kedaulatan konfederasi terletak di negara bagian 

Staten Generaal : Badan legistatif bilateral Belanda, yang 

terdiri dari senat dan dewan perwakilan 

rakyat 

Vakbonden : Serikat Kerja 

 

Vice President : Wakil Presiden 

 

Volskraad : Dewan perwakilan rakyat di Hindia-Belanda 
 

Wet-wet : Undang-undang 
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ART MRI : Anggraran Rumah Tangga Majelis Rakyat 

 
Indonesia 

Bapeppi : Badan Perantara Partai-partai Politik 

 
Indonesia 

BO : Budi Outomo 

Frani : Fraksi Nasional Indonesia 

GAPI : Gabungan Politik Indonesia 

GBPK MRI : Garis Besar Program Kerja MRI 

Gerindo : Gerakan Rakyat Indonesia 

GNI : Golongan Nasional Indonesia 

IS : Indische Staatsregeling 

KNIL : Koninklijke Nederlandsch-Indische Lenger 

KRI : Kongres Rakyat Indonesia 

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

MRI : Majelis Rakyat Indonesia 

MIAI : Majelis Islam ‘Ala Indonesia 

PAI : Partai Arab Indonesia 

Parindra : Partai Indonesia Raya 

PD II : Perang Dunia II 

PHI : Partai Hindustan Indonesia 
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PID : Politieke Inlichtingen Dienst 

PII : Partai Islam Indonesia 

PNI : Partai Nasional Indonesia 

PPBB : Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputra 

PPPI : Persatuan Perkumpulan Pemuda Indonesia 

PPPKI : Permufakatan Partai Politik Kebangsaan 

 

Indonesia 

PSII : Partai Serikat Islam Indonesia 

PVPN : Perhimpunan Vakbonden Pegawai Negeri 

RR : Regerings Reglement 

SDAP : Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 

SI : Serikat Islam 

UUD : Undang Undang Dasar 
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